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PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 09/PRT/M/2012 
TENTANG  

PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS 
 KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)  

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang :  a. bahwa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
01/PRT/M/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Evaluasi LAKIP Unit Organisasi Eselon I di lingkungan 
Departemen Pekerjaan Umum perlu disesuaikan 
dengan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah Tahun 2010; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a,  perlu menetapkan Peraturan 
Menteri tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi LAKIP 
Unit Organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian 
Pekerjaan Umum;  

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
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2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang 
RPJMN 2010-2014; 

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011; 

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kementerian Negara serta 
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali 
di ubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 
Tahun 2011; 

6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009; 
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 
8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang 

Percepatan Pemberantasan Korupsi; 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  
Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman 
Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di 
lingkungan Instansi Pemerintah;  

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk 
Penyusunan Indikator Kinerja Utama;  

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah Tahun 2010; 

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan 
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;  

13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
02/PRT/M/2010 Tahun 2010 tentang Rencana 
Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2010-
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